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KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH. Pelaporan.
Pengadaan Barang/Jasa. Realisasi.

PERATURAN

NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG

PELAPORAN REALISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115

ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
mewajibkan Pimpinan K/L/D/1 melaporkan secara
berkala realisasi Pengadaan Barang/Jasa kepada
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang
Pelaporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa;

- 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007

tentang Lembaga Kebijakan Pengadan
Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
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sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5334);

3. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011
tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan
Korupsi Tahun 2012;

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor PER.001/
KEP.LKPP/05/2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PELAPORAN REALISASI PENGADAAN
BARANG/JASA.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini, yang dimaksud dengan:
1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang

selanjutnya disebut LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas
mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun
2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang
selanjutnya disebut K/L/D/1 adalah instansi/institusi yang
menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh
Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan
sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh
Barang/Jasa.
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